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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Batg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON I,  tempat tanggal lahir Bulukumba, 17 Mei 1980 (umur 41 tahun)  agama

Islam,  NIK:  7303011705800001,  pendidikan terakhir  SD,   pekerjaan

buru bangunan, bertempat kediaman XXX, sebagai Pemohon I. 

PEMOHON II,  tempat tanggal lahir Makassar,  07 Juli 1983, (umur 37 tahun),  agama

Islam, NIK: 7303014707830008, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan

ibu rumah tangga, bertempat kediaman XXX,sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-

saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

25  Januari  2021   yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Bantaeng pada  tanggal  tersebut  dengan  register  perkara  Nomor

8/Pdt.P/2021/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari perempuan Salmiati binti

Ali Naiso;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama               : Salmiati binti Ali Naiso

Tanggal lahir      : 01 April 2003 (umur 17 tahun, 9 bulan)

Pendidikan terakhir       : SMA

Agama              : Islam
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Pekerjaan         : tidak ada

Tempat kediaman: Bungung Bambang ( BTN Sasayya Lorong 1),   RT/RW

01/04,  Kelurahan  Bonto  Sunggu,  Kecamatan

Bissappu, Kabupaten Bantaeng,

dengan Laki-Laki :

Nama               : Osamah Jihad Ramadan

Umur               : 19 tahun

Pendidikan terakhir : SMA

Agama              : Islam

Pekerjaan          : Tidak ada

Tempat kediaman : BTN  Metro  l.  2   Desa  Pa’jukukang,  Kecamatan

Pa’jukukang, Kabupaten Bantaeng;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan

hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi

kecuali  syarat  usia  bagi  anak  Pemohon  belum  mencapai  umur  19  tahun,  oleh

karena  itu  telah  ditolak  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Bissappu,

Kabupaten  Bantaeng,  dengan  Surat  Penolakan  (N7)  Nomor

B.08/Kua.21.01.02/PW/01//2021 Tanggal 21 Januari 2021;

4. Bahwa  pernikahan  tersebut  sangat  mendesak  untuk  dilangsungkan  karena

keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun, dan anak

para  Pemohon  sering  keluar  berduaan  dikahwatirkan  terjadi  hal-hal  yang  tidak

dinginkan  sehingga harus segera dinikahkan;

5. Bahwa  antara  anak  Pemohon  dan  laki-laki  yang  bernama,  Osamah  Jihad

Ramadan  tidak  ada  hubungan  darah,  sesusuan  dan  tidak  ada  larangan  untuk

melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap

untuk menjadi  seorang istri  dan/atau ibu rumah tangga.  Begitupun laki-laki  yang

bernama,  Syaripuddin  bin  Syamsul  berstatus  jejaka dan  sudah  siap  pula  untuk

menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga laki-laki yang bernama, Osamah Jihad

Ramadan telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga

lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

      Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat

kepada Ketua  Pengadilan Agama  Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini berkenan menetapkan: 
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Primer:

1.   Mengabulkan permohonan Pemohon.

2.   Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon  bernama Salmiati binti

Ali  Naiso  untuk  melaksanakan  perkawinan  dengan  laki-laki  bernama  Osamah

Jihad Ramadan;

3.   Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut

menurut hukum.

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  sidang  yang  telah  ditetapkan  para

Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan

surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh

Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon,  anak Pemohon,

calon suami anak pemohon, dan orang tua calon suami anak pemohon telah

dihadirkan  di  persidangan  dan  telah  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  oleh  Majelis

Hakim para Pemohon telah diperintahkan untuk membawa rekomendasi dari

Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,

sebagaimana maksud Perma Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 17 huruf (a) tentang

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa  atas  perintah  Majelis  Hakim  tersebut  para  pemohon  tidak

memenuhi,  dan  tidak  pernah  hadir  lagi  dalam  persidangan-persidangan

berikutnya;

Bahwa, para pemohon tetap terus dipanggil untuk datang menghadap

di muka sidang hingga panjar biaya perkara habis;

Bahwa,  para  pemohon  telah  diperintahkan  untuk  menambah  biaya

perkara karena biaya perkara telah habis,  dan diberi  waktu selama 1 (satu)

bulan,  namun para pemohon tidak memenuhi;
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Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang,  bahwa  permohonan  dispensasi  kawin  para  Pemohon

didasarkan  atas  dalil-dalil  yang  pada  pokoknya  bahwa  Pemohon  hendak

menikahkan anak kandungnya bernama Salmiati binti Ali Naiso, umur 17 tahun,

9 bulan dengan seorang laki-laki bernama Osamah Jihad Ramadan ,  umur  19

tahun karena keluarga kedua belah pihak telah merestui  rencana pernikahan

serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut; 

Menimbang,  bahwa pada hari  sidang pertama para  pemohon hadir,

namun pada hari-hari  sidang berikutnya para pemohon tidak hadir meskipun

telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa para pemohon tetap terus dipanggil untuk datang

menghadap di muka persidangan hingga panjar biaya perkara habis;

Menimbang,  bahwa  para  pemohon  telah  ditegur  untuk  menambah

biaya  perkara  sebagaimana  surat  Panitera  nomor  W20-

A19/169a/HK.05/II/2021, tanggal 23 Februari 2021, dan diberi waktu selama 30

hari  (1 bulan), namun para pemohon tidak datang menambah biaya perkara

sebagaimana Surat Panitera Nomor W20-A19/169a/HK.05/III/2021 tanggal 25

Maret 2021.

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  para  pemohon  telah  ditegur  untuk

menambah biaya perkara dan diberi waktu selama 1 (satu) bulan, namun para

pemohon  tidak  datang  menambah  biaya  perkara,  maka  Majelis  Hakim

berpendapat  bahwa perkara tersebut harus dinyatakan batal;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  perlu  pula  mengemukakan  dalil

Syar’i sebagai berikut:

 kitab Ahkamul Qur’an Juz II halaman 405:
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æãä ÏÚí Çáì ÍÇßã ãä ÍßÇã ÇáãÓáãíä Ýáã íÌÈ Ýåæ ÙÇáã áÇÍÞ áå”

Terjemahan:  “barang siapa yang dipanggil  oleh Hukum Islam sedangkan
orang-orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia
dianggap dzalim dan gugur haknya”

Menimbang,  bahwa oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; 

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.  Membatalkan perkara nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Batg;

2.  Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;

3.  Menghukum  para  pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp.490.000,00 (Empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian  ditetapkan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Bantaeng pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan

dengan tanggal 16 Sya’ban 142 Hijriah oleh kami Muhammad Ali, S.Ag sebagai

Ketua Majelis,  Dian  Aslamiah,  S.Sy dan Nova Noviana,  S.H masing-masing

sebagai  Hakim  Anggota,  penetapan  tersebut  diucapkan  pada  hari  itu  juga

dalam sidang  terbuka  untuk  umum oleh  Ketua  Majelis  beserta  para  Hakim

Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh  Hj.  Marianti,  S.HI.  sebagai  Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota 

1.  Dian Aslamiah, S.Sy 

Ketua Majelis,

Muhammad Ali, S.Ag
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2.  Nova Noviana, S.H
Panitera Pengganti,

Hj. Marianti, S.HI.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 100.000,00

-  Panggilan : Rp 320.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Sumpah : Rp ,00

-  Penerjemah : Rp ,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10  .000,00  

J u m l a h : Rp 490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
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